SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PAREPARE,

bahwa sehubungan dengan besaran biaya penunjang
operasional Walikota dan Wakil Walikota mengalami
perubahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota
Parepare yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6.Peraturan .............



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota
Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor
5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare (Berita
Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR
3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2014

tentang kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah

Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Walikota Parepare :

a. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Walikota

dan Wakil Walikota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014

Nomor 9);

b. Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan
Walikota dan Wakil Walikota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare
Tahun 2016 Nomor 37);

c. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Walikota
dan Wakil Walikota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019

Nomor 3);



Pasal 11

(1) Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan
sebesar Rp570.000.000.00,-

(2) Besaran biaya penunjang operasional untuk Walikota adalah 70% dari
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp399.000.000.00,-

(3) Besaran biaya penunjang operasional untuk Wakil Walikota adalah 30%
dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp171.000.000.00,-

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 18 Desember 2020
WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 58



